WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

Mengingat

« .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Wakil Ketua dan
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, perlu diberikan Tunjangan
Perumahan;

bahwa tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2013;

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan
huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Pekanbaru tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Propnsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor19);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3850);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4438});

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebabagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 34 Tahun
2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat
Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota
Pekanbaru Propinsi Riau;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan
Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ------ Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daaerah Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2013;



@

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TUNJANGAN

PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA
PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a s L=

(1).

(2).

(3)-

Daerah adalah Kota Pekanbaru;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;

Walikota adalah Walikota Pekanbaru,;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru;

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekanbaru;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah

Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah disetujui DPRD dan

" ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekanbaru;

Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;

. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa

pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD
dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta
rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekanbaru sesuai dengan kedudukannya.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta
standar harga setempat yang berlaku.
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(4). Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Prosedur pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan perumahan dimaksud
dalam Pasal (2), mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran
2013.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal S

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01
Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua
dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Savuar| 413

,fVALIKOTA PEKANBARU,
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Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggall{ 9§ SpvuARl 90\3

NIP. 19530403 197402 1001

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR. ‘4



